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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

bahwa berdasarkaﬂ Peraturan Daerah Nomor 8 T ahl,m.__ ..: _.
2016 tentamg Pembentukan dan Susunan Perangkagf_'_-_'_- }.:_-: -
Daerah Provinsi kahmantan Barat ' Sebagalmana teiah L
diubah beberapakah dan terakhir dengan ‘Per aturan_ S
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan e
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalunantaﬂ Baiai:_-"_'-g__ s
telah dlbentuk Dinas’ Permdustrxan Perdagaﬂgan E1’181°g1=-:'ﬁ'_.1_"_". A

dan Sumber Daya Mirieral Provinsi- Kalmaantan Barat

bahwa daiam rangka efimensz dan efektmtas Pelaksanaanf*

tugas, fungsz, dan tata. k@rja pengupan dan semﬁka& -:.f‘
mutu barang di Provinsi Kalimantan Eai at, maka Umt L
Pelaksana ’E‘ekms Pengu jian dan Seﬂzﬁka& Mutu Barang'?_;_f;_' . 2
Provinsi Kalimantan Barat - yang: telah dl‘benmk:. - -
berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 80 Tahun 2017 e

perlu dﬂakukan penyesuaian dan’ perubahan : _: | o

bahwa berdasarkaﬂ pertlmbangan sebagaimana': 5::_ 5:.- :
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, peﬂu 1nene‘i:apkan'_'_:3
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan L . '.
Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pembentukan, cog
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Ker Ja';'f_ e
Unit Pelaksana Teknis Pengu ﬁan dan Sermﬁkam Mumz_'_-- j

Barang Provm& Kalimantan: B&rat

Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara Relmbhk,_,_" e
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106}; _ :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); o
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -

2014 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomeor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ~tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega:za Repubhk -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. B
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali dan teralkhir dengan Undaﬁg— o
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang " Cipta  Kerja -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor TR TR
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm' SR8 R P

Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang FERRE
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia .
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RN
Republik Indonesia Nomor 35887) sebagalmana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah” Nomor 72 'I‘ahun""

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerlmah . |

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah'

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor e
187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indenes;a RRr

Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 201’7

tentang Pedoman Pembentukan dan- Klasnﬁkas:l Cabang R
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah: (Berlta Negara NS B

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) _ o
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 teniang o

Pembentukan dan Susunan Perarigkat Daerah Provinsi -
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan =
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagajmana telah
diubah beberapakali dan terakhir dengan ‘Peraturdan:

Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahium 2016 ‘tentang. = =
Pembentukan dan Susunan Perangkat - Daerah Provinsi . L
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmani:an :

Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembag an Daerah .
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); - -
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10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang E R TR
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Dinas Perindustrian, Perda,gan,gan -
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimartan .

Barat (Berlta Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun :
2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

KALIMANTAN BARAT

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor . 80 ’I‘ahun 2017--':“ |

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fung31 serta’ Tataf_:;--;'?
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengupan Dan Sertifikasi- Mutu Barang Provinsi R S
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 201?‘}-'._' s

Nomor 80), diubah sebagai bemkut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehiﬁgga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur :irii yang dimaksud'dengan': R

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kahmantan Barat.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggai a
pemerintahan  daerah = yang memimpin pelaksanaan o urusan S

pemerintahan yang men 3ad1 kewenangan Provmsx I{ahmaﬁtan Barat
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdaga:ﬂgan Energ1 dan Sumbel- S

Daya Mineral Provinsi Kahmantan Barat.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, ‘Energi dan Sumber Daya. Mmeaal'{ :
Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan'3=-_ S s
pemerintahan di bidang Perindustrian,  Per da gangan Energ;1 dan'

Sumber Daya Mineral

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permdusman Perdagangan, Energz ;:.;:_

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kahmantan Barat

Unit Pelaksana Teknis Pengu jlan dan Sertzfzkas; Mutu Barang adalah_; .
unit teknis oprasional yang melaksanakan kegzatan tele;ms terten‘tu d1 R e

bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang. -

Kepala UPT adalah Kepaia UPT Penguj ]1an dan Sernﬁk;asz Mutu Baaang :_5 : :

Provinsi Kalimantan Barat.
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16.
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. |
Pegawai Negeri Sipil yang selanjuinya disingkat PNS adalah warga -
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai - -
Pegawai ASN secara tetalﬁ oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pememntahan

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan .

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta’ administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Ja_ba.tan
Administrasi pada mstanm pemerintah. -

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungisi”idmi :
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki J&b&tan .
Fungsional pada instansi pemerantah

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan t1~ansal<:s1' '
Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah -
negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa
untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perindustrian adalah tentang dan segala kegiatan yang berkaltan' B
dengan kegiatan industri.

Industri adalah kegiatan-kegiatan yang mengelola bahan baku, barang R

setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih s

tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang - bangun dan o
perekayasaan. ' o

Standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan .

menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerja Sama :
dengan semua pihak.

Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan keglatan pembeman i

sertifikat.

Pengujian adalah suatu kejadian teknis yang terdiri atas pen’etapan" _
penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, -

bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau Jasa sésuai -

dengan prosedur yang ditetapkan.
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22. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan -
antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengulcur atau sistem
pengukuran, atau nilai Jy;an‘g diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-
nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur

dalam kondisi tertentu atau dengan kata lain kalibrasi adalah ke'giatéh .

untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat
ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar
ukurnya yang mampu telusur {traceable) ke standar nasional untulk
satuan ukuran dan/atau internasional.

23. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya vang menjamin adanya
kepastian hukum untuk membenkan perlindungan kepada konsumen

24, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau Jasa yang SR

tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga,
orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPT Pengujian dan Ser t1f1ka81 Mutu Barang f_ o

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari" S

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengujian; dan

d. Seksi Sertifikasi Mutu Barang;

(2) Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Ser tlﬁkasz Mu’m Barang_ ' :;
sebagaimana tercantum pada lampiran yvang mer upakan baglan tzdak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. : -

Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, sehmgga berbunyl sebagai.-'i ERE

berikut:
Bag:an Ketujuh

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsiénai'- B

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan  di ‘bawah dan 8 L
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat F1mp1nan nggg-'-’_,
Pejabat Administrator, ' atau Pejabat Pengawas. yang © memiliki ST
keterkaitan dengan pelalcsanaan tugas jabatan f ungswnal beldasarkaﬁ: S

jenjangnya sesuai k etentuan peraturan pemnda11g~undangan

{2} Kelompok Jabatan Fungsaona} memilild tugas member 1kan peiayanan‘ B s
fungsional yang berdasarkan keahlian = dan keterampﬂan sesuai

ketentuan peraturan perundang -undangan.
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(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diaptara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1) Pengangkatan melaluj pellyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan
setelah mendapat penetapan atau persetu juan dari kementerian terkait
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi Unijt pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun
penghapysan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan
kegiatan Koordingtor Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lan Jjut dengan Keputusan Kepala
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undallgan,

Keteltuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan
dall analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
bertangguigjawab di Bidang Organisasi.

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Pengujian dan

Sertifikasi MWu Barang tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum
ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
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CPasalll

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dlu*ﬂdangl _-:_..__n S

Agar setiap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan }:Peratufan'-_

Gubernur ini  dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Prova,nmff:
Kalimantan Barat. _ . : _ _

: .Ditetapkfaﬁ' '-'di.- Pontianak o

Diundangkan di Pontianak -
pada tanggal Lo van R _

SEKRETARIS DAERAH =
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 20 I NOMOR




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021 -
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80. TAHUN s
2017 TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI |
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS _
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI KALIMANTAN

BARAT

KEPALA UPT
SUB BAGIAN
TATA USAIIA
SEKSI SEKSI . .
PENGUJIAN SERTIFIKAS] MUTU
BARANG -

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT#
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